
   

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KOTA DENPASAR 

NOMOR 188.4 / 299 / BPKAD / 2022 

TENTANG 
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
 

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, 

 

Menimbang :  

 

 

 
 

 

 

 

Mengingat :  

 

 

 

 

  

  

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan  

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)  

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 

Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap perangkat 

daerah dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja 

Utama; 

b. bahwa Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar perlu 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 

2021 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kota Denpasar, 

Provinsi Bali : (13, 82/2021); 





Keputusan ini disampaikan kepada: 
 
1. Walikota Denpasar 

2. Ketua DPRD Kota Denpasar 

3. Inspektur Kota Denpasar 

4. Kepala Bappeda Kota Denpasar 

5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar 

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar 

7. Arsip. 




